BAB V
PENUTUP
V.1 Kesimpulan
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Magang II Mahasiswa/i

Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit

Pengujian Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang selama 3 bulan,

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan penerapan pelayanan di Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan standar
operasional prosedur, mulai dari kegiatan administrasi, pelaksanaan
pengujian, baik persyaratan teknis dan laik jalan, hingga proses pengesahan
dan penerbitan bukti lulus uji.

2. Fasilitas yang ada di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Kabupaten Semarang sudah cukup lengkap, namun pada bagian gedung uji,
ukuran gedung belum memenuhi standar, karena ketika kendaraan kereta
gandengan dan tempelan memasuki gedung uji masih mengalami kesulitan
saat akan masuk. Ukuran tinggi pintu masuk gedung uji pun perlu ditambah,
karena beberapa kendaraan truk muatan tertutup terkendala ketika akan
masuk gedung uji.

3. Penerapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor Kabupaten Semarang sudah cukup baik, ketersedian
Alat Pelindung Diri (APD) perlu ditambahkan kacamata keselamatan (safety
glasses) dan penutup telinga (ear plug). Warna lantai uji kendaraan
bermotor juga belum menggunakan penerapan K3 yang sesuai.

V.2 Saran
Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja Unit Pelaksana Uji Berkala

Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, Penulis

menyarankan:

1. Melakukan sosialisasi akan pentingnya pelaksanaan pengujian kendaraan
bermotor dengan memberikan contoh kasus kejadian kecelakaan sebagai

akibat dari kendaraan yang tidak melaksanakan uji berkala. Hal ini bertujuan
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untuk meminimalisasi kejadian kecelakaan yang ditengarai oleh kerusakan
pada komponen kendaraan guna meningkatkan keselamatan di jalan.
Upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di
Kabupaten Semarang, perlu dilakukan renovasi gedung uji berupa pelebaran
lahan dan tinggi gedung sehingga pelaksanaan pengujian kendaraan
bermotor dapat berjalan optimal. Selain itu juga diperlukan perbaikan kolong
uji yang selalu tergenang air untuk memaksimalkan pemeriksaan pra uji
kendaraan pada bagian bawah kendaraan.

Tata letak penempatan alat uji perlu dilakukan perbaikan karena jarak antar
alat uji yang terlalu berdekatan, sehingga dikhawatirkan dapat
mempengaruhi mekanisme dan hasil pengujian yang telah ditentukan. Perlu
diperhatikan posisi alat uji side s/jp yang terlalu dekat dengan alat ax/e /oad.
Melakukan pewarnaan ulang pada lantai uji sesuai dengan penerapan K3
yang telah ditentukan. Warna lantai kerja yang sesuai K3 (Keselamatan dan

Kesehatan Kerja) berdasarkan dengan kode warna standar yaitu:

a. Putih : Area umum

b. Merah : Area bahaya

c. Hijau : Jalur aman

d. Kuning : Zona peringatan

Gambar V.1 Pewarnaan lantai
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